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ABSTRAK. Telah dilakukan penelitian mengenai perubahan tutupan lahan mangrove pada area
izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk Produksi Arang selama tahun 2011 dan 2023 di
Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Lokasi kajian ditetapkan pada area Izin HTR seluas 12.195
hektar yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani hutan pada tahun 2012. Penelitian ini
bertujuan mengukur deforestasi, degradasi, dan reforestasi pada area/kawasan yang memiliki
izin produksi HTR Koperasi Mangrove Lestari Lingga. Pengambilan data dilakukan secara
purposive sampling dipilih lokasi atau kawasan hutan mangrove yang berada dalam area izin
HTR. Metode analisis menggunakan overlay peta tutupan lahan dari citra satelit tahun 2011 dan
2023 di areal izin HTR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deforestasi pada kawasan izin HTR
seluas 987,81 ha (15,41%), degradasi 41,63 ha (86,39%), dan reforestasi 2.813,12 ha, mencakup
perubahan dari areal tidak berhutan menjadi Hs 840,33 ha (29,87%), Hms 1.112,09 ha (39,53%),
dan Hrs 860,69 ha (30,60%). Berdasarkan analisis didapatkan nilai reforestasi lebih tinggi
dibandingkan deforestasi dan degradasi, dapat disimpulkan bahwa pemanenan bakau melalui
izin HTR tidak menyebabkan kerusakan mangrove yang signifikan.

ABSTRACT. The study was conducted on mangrove land cover change in a Community
Plantation Forest (HTR) permit area for Charcoal Production during 2011 and 2023 in Lingga
Regency, Riau Islands. The study location was set on a 12,195 hectares HTR permit area granted
by the government to a forest farmer group in 2012. This study aims to measure deforestation,
degradation, and reforestation in areas that are licensed under the HTR production license of
Mangrove Lestari Lingga Cooperative. Data collection was carried out by purposive sampling of
selected locations or mangrove forest areas within the HTR permit area. The analysis method
used an overlay of land cover maps from satellite imagery in 2011 and 2023 in the HTR permit
area. The results showed deforestation in the HTR license area of 987.81 ha hectares (15.41%),
degradation of 41.632 ha hectares (86.39%), and reforestation of 2,813.12 ha, hectares
including changes from non-forested areas to Hs 840.33 ha (29.87%), Hms 1,112.09 ha (39.53%),
and Hrs 860.69 ha (30.60%). Based on the analysis, the value of reforestation is higher than
deforestation and degradation, it can be concluded that mangrove harvesting through HTR
permits does not cause significant mangrove damage.

Andia, B., Lestari, F., & Raza’i, T.S. (2025). Perubahan Tutupan Lahan Mangrove pada Area Izin Hutan Tanaman Rakyat untuk Produksi Arang di
Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Jurnal Akuatiklestari, 8(2): 176-184. DOI: https://doi.org/10.31629/akuatiklestari.v8i2.6988

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan hasil hutan kayu untuk dijadikan arang bakau di wilayah Kepulauan Riau telah berlangsung sejak

tahun 1930 (Lasnawati et al., 2023; Rachmawati, 2021). Sementara itu, izin resmi dari pemerintah baru diterbitkan pada
tahun 2010 (Wulandari, 2019) dan 2012 melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat
(TUPHHK-HTR) di wilayah Kabupaten Kabupaten Lingga (SK.368/Menhut-11/2010; 296/KPTS/VI/2012). Hutan
mangrove merupakan sumber daya bernilai yang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama sebagai bahan baku produksi
arang (Kusmana, 2018). Kayu bakau telah diidentifikasi sebagai sumber bahan bakar alternatif yang potensial karena
kandungan karbon tetap yang tinggi (68,78%) dan kadar abu yang rendah (6,34%). Selain itu, arang hasil pirolisis dari
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kayu bakau memiliki nilai kalor mencapai 5404,04 kal/gram, schingga layak digunakan sebagai bahan bakar untuk
kebutuhan rumah tangga maupun industri (Rahman et al., 2019, 2021).

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan salah satu program perhutanan sosial di Indonesia yang bertujuan
untuk meningkatkan produksi hutan dan kesejahteraan masyarakat (Raja et al., 2016; Ritabulan et al., 2016; Salaka et al.,
2020). Praktik pengelolaan HTR di Kabupaten Lingga terdiri dengan kegiatan inventarisasi tegakan, penyiapan lahan,
persemaian/pembibitan, penanaman dan pengayaan/penyisipan, pemeliharaan, perlindungan dan pengaman wilayah
kerja, pemanenan, produksi dan pemasaran hasil hutan. Kayu bakau hasil panen dari HTR kemudian diangkut ke dapur
arang yang dilengkapi dengan Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Proses selanjutnya dalam
produksi arang biasanya meliputi penebangan pohon, pembangunan tungku pembakaran, produksi arang, dan
pemasaran (Bakouétila et al., 2020).

Produksi arang merupakan kegiatan ekonomi penting yang memberikan pendapatan dan kesempatan kerja bagi
masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (Asare et al,, 2022; Ekhuemelo et al., 2019). Meskipun
didominasi oleh laki-laki, industri ini juga melibatkan perempuan dan dapat terbuka bagi individu berusia 15 hingga 75
tahun (Asare et al., 2022; Bakouétila et al., 2020). Kegiatan ini dapat menjadi pekerjaan utama atau sekunder, dengan
pendapatan yang bervariasi berdasarkan tingkat produksi dan kondisi pasar (El Agha et al., 2023; Ekhuemelo et al., 2019).

Meskipun berkontribusi terhadap mata pencaharian di pedesaan dan memenuhi kebutuhan energi di perkotaan,
pemanfaatan hutan mangrove yang tidak terkendali dalam produksi arang dapat memiliki dampak negatif terhadap
lingkungan, seperti deforestasi dan hilangnya spesies pohon yang penting (Aydin, 2019; Bakouétila et al,, 2020). Selain
itu, ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim karena kapasitas penyimpanan
karbonnya yang tinggi, yaitu tiga hingga empat kali lebih besar daripada hutan terestrial (Melati, 2021). Kauffman &
Warren (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa mangrove dapat menyimpan karbon 3 kali lebih banyak
daripada hutan lainnya.

Pemerintah pusat dan provinsi secara berkala memonitor pengelolaan HTR dan aktivitas dapur arang agar berjalan
sesuai peraturan. Dalam upaya mempertahankan kawasan mangrove, pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp 1
triliun untuk rehabilitasi pada tahun 2024 melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Laksono & Alexander, 2021). Selain penanaman dan pengayaan,
pemerintah juga menutup akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) bagi pemegang izin
pemanfaatan kayu mangrove, termasuk HTR di Kabupaten Lingga. Dengan adanya penutupan tersebut, HTR tidak
dapat melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai salah satu syarat
legal pemanenan mangrove, sechingga kegiatan pembuatan arang terhenti dan menghilangkan mata pencaharian petani
arang.

Dalam upaya pengelolaan, angka deforestasi, degradasi dan reforestasi pada areal izin HTR merupakan salah satu
indikator dalam menentukan keberhasilan pengelolaan HTR. Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara
permanen akibat aktivitas manusia atau faktor alami, sechingga lahan tidak lagi berfungsi sebagai ekosistem hutan (Bodo
etal., 2021; Maryam, 2021). Degradasi hutan merupakan proses penurunan kualitas ekosistem hutan akibat faktor alami
maupun aktivitas manusia, yang menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis hutan tanpa sepenuhnya menghilangkan
tutupan hutannya (Ansari, 2018; Vasquez-Grandon et al., 2018). Reforestasi adalah upaya penanaman kembali atau
pemulihan ekosistem hutan pada lahan yang sebelumnya mengalami deforestasi atau degradasi, dengan tujuan
mengembalikan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan baik secara alami maupun melalui intervensi manusia (Prati
& Pomero, 2022).

Teknik yang telah terbukti efektif dalam memantau laju deforestasi, degradasi, dan reforestasi dari waktu ke wakeu
adalah penginderaan jarak jauh. Teknik ini memungkinkan analisis perubahan tutupan lahan menggunakan citra satelit
dan peta tematik (Bontos et al., 2019; Smail et al., 2024). Berbagai penelitian telah berhasil mengukur luas tutupan hutan
yang hilang menggunakan pendekatan berbasis Geographic Information Systems (GIS) (Smail et al., 2024; Toochi et al., 2022).
Algoritma deteksi perubahan yang khusus digunakan untuk megetahui perubahan penutupan lahan dari periode waktu
tertentu (citra multi temporal). ETM/TM, SPOT dan AVHRR pada beberapa dekade terakhir merupakan sumber data
utama melakukan analisis tutupan lahan (Wulder et al., 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung luas tutupan hutan pada HTR Koperasi Mangrove Lestari Lingga yang
mengalami degradasi, deforestasi, dan reforestasi menggunakan peta hasil interpretasi citra satelit, dengan parameter
perubahan tutupan lahan berdasarkan hasil penafsiran citra satelit tahun 2011 dan 2023 melalui metode overlay. Tahun
2011 dipilih sebagai kondisi awal sebelum penerbitan izin HTR pada 2012, sementara tahun 2023 dipilih karena aktivitas
penebangan telah dihentikan akibat penutupan akses SIPUHH. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
rekomendasi kepada pemerintah dalam pengelolaan dan keberlanjutan izin HTR sebagai sumber bahan baku produksi
arang, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian ekosistem mangrove.

2. BAHAN DAN METODE

2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Secara administrasi lokasi penelitian berada di Kabupaten Lingga
Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi yang diteliti adalah areal izin Perhutanan Sosial Hutan Tanaman Rakyat Koperasi
Mangrove Lestari Lingga. Peta lokasi penelitian disajikan dalam Gambar 1.
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Gambar 1. Lokasi Penelitian di Hutan Tanaman Rakyat Koperasi Mangrove Lestari Lingga

2.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian berupa Perangkat Komputer yang telah diinstal aplikasi MS Word 2021, MS
Excell 2021 dan QGIS 3.38.0. Alat perekam untuk wawancara secara langsung maupun menggunakan media komunikasi
smartphone, alat tulis dan alat cetak. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Surat izin Perhutanan Sosial
Koperasi Mangrove Lestari Lingga, hasil penafsiran citra satelite liputan tahun 2011 dan 2023 di areal Izin Perhutanan
Sosial, serta Peraturan Perundangan di bidang kehutanan yang mengatur tentang pemanfaatan mangrove menjadi arang,
Data yang diperlukan untuk penelitian ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan
Riau, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sei Jang
Duriangkang serta situs penyedia peraturan perundangan yang terkait dengan penelitian.

2.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode overlay (tumpang susun) dengan sistem informasi geografis (SIG) untuk
menganalisis perubahan tutupan lahan (Chauhan et al., 2024; Kumari & Kasav, 2024). Overlay dilakukan minimal pada
dua peta (Sawo et al., 2021), yaitu citra satelit tahun 2011 dan 2023, guna membentuk poligon baru sebagai bahan analisis.
Teknik analisis overlay dilakukan dengan menumpuk berbagai lapisan data spasial dengan meletakkan satu peta beserta
seluruh atributnya di atas peta lain untuk mengidentifikasi hubungan dan pola yang terbentuk (Perkasa et al., 2023;
Shefna, 2022). Hasil dari proses analisis overlay ini adalah peta perubahan tutupan wilayah penelitian (Wijaya & Susetyo,
2017), yang digunakan untuk mengidentifikasi luas wilayah yang mengalami degradasi, deforestasi, dan reforestasi.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dilakukan secara purposive sampling dipilih lokasi atau kawasan hutan mangrove yang
berada dalam area izin HTR. Data yang dikumpulkan berupa citra satelit tahun 2011 dan 2023 yang digunakan untuk
menganalisis perubahan tutupan lahan.

2.5. Analisis Data

Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan membandingkan antar peta (Wijaya & Susetyo, 2017).
Selisih luas perubahan tutupan lahan berdasarkan hasil overlay perangkat SIG digunakan untuk menghitung angka
deforestasi, degradasi dan reforestasi pada areal HTR. Hasil analisis digambarkan dalam bentuk tabel perubahan
penutupan lahan dan peta hasil perubahan penutupan lahan dan dijelaskan secara deskriptif. Penentuan degradasi,
deforestasi dan reforestasi menggunakan kriteria berikut:

Deforestasi (D /)
Df= Tuplat berhiutan tahun0ll — Tuplak non hutan tatun03
Degradasi (Dg)
Dg-=Tuplahprimer tahun20ll — Tuplal sefunder2023
Reforestasi (Rf)

Rf=Non Hutan tathunlOll — Berfhutan takiun2023
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan izin HTR di Kabupaten Lingga diawali dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.368/Menhut-
[1/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakayat Seluas + 12.195
Hektar di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Keputusan tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Lingga dengan
menerhitkan Keputusan Nomor 296/KPTS/V1/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman Kepada Koperasi Mangrove Lestari Lingga
Seluas + 12.195 Hektar di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

3.1. Hasil Analisis Over/ay Areal Izin HTR

Analisis overlay terhadap kawasan hutan dan areal izin HTR Koperasi Mangrove Lestari Lingga menghasilkan peta
yang menggambarkan distribusi tutupan lahan dalam wilayah tersebut. Hasil pemetaan ini disajikan dalam Gambar 2
berikut ini.
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Gambar 2. Status dan Fungsi Kawasan Hutan pada Areal Izin HTR Koperasi Mangrove Lestari Lingga

Pada Gambar 2 merupakan hasil overlay antara peta kawasan hutan dengan areal izin HTR Koperasi Mangrove
Lestari Lingga, yang menunjukkan bahwa tidak semua areal HTR berada di kawasan hutan. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, penerbitan izin HTR pada
awalnya didasarkan pada SK Menhut nomor 173 Tahun 1986 tanggal 6 Juni Tahun 1986 dimana seluruah areal HTR
berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi produksi. Karena adanya pemaduserasian antara peta kawasan hutan
dengan rencana tata ruang wilayah, maka terhadap kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015
mengalami beberapa perubahan baik fungsi maupun peruntukannya. Hal ini mengakibatkan kawasan hutan pada areal
izin HTR mengalami beberapa perubahan dengan rincian hutan lindung (HL) seluas 43 Ha, hutan produksi terbatas
(HPT) seluas 8.428 Ha, hutan produksi (HP) seluas 912 ha, hutan produksi konversi (HPK) seluas 1 ha, tubuh air seluas
224 ha, areal penggunaan lain (APL) seluas 1997 ha dan berada di laut seluas 591 ha.

Sebaran penutupan lahan hasil analisis Sistem Informasi Geografis disajikan dalam Gambar 3 berikut ini. Data hasil
penafsiran citra satelite liputan tahun 2011 menunjukan bahwa tidak semua penutupan lahan pada areal HTR bervegetasi
mangrove. Dari total areal HTR seluas 12.195 hektar, areal yang bervegetasi mangrove hanya seluas 6.055 hektar yang
terdiri dari hutan mangrove primer (Hmp) seluas 48 hektar dan hutan mangrove sekunder (Hms) seluas 6.007 hektar.
Selain vegetasi mangrove, areal berhutan juga ditemukan seluas 354 hektar dengan jenis penutupan lahan berupa hutan
lahan kering primer (Hp), hutan rawa primer (Hrp), hutan lahan kering sekunder (Hs) dan hutan rawa sekunder (Hrs).
Namun untuk pembuatan arang, pemegang Izin Usaha Industri Primer di Wilayah Kabupaten Lingga tidak
memanfaatkan kayu selain mangrove sebagai bahan baku pembuatan arang. Tipe penutupan lahan lainnya yang
berpotensi untuk ditanami jenis bakau adalah belukar rawa (Br) dengan luas 2.821 hektar. Jenis penutupan lahan lainnya
yang belum ditumbuhi jenis bakau sebagai bahan baku arang terdiri dari tubuh air (A), Belukar (B), Laut (L), pertanian
lahan kering campuran (Pc), perkebunan (Pk), permukiman (Pm), pertanian lahan kering (Pc), tanah terbuka (T),
pertambangan (Pt) dan rawa (R).
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Gambar 3. Klasifikasi penutupan lahan HTR Koperasi Mangrove Lestari Lingga
Sumber: Hasil Penafsiran Citra satelite Liputan Tahun 2011

HTR pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk izin perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah
Indonesia kepada perorangan atau kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan (Dipokusumo et al., 2023; Salaka et al.,
2020). Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dan
meningkatkan keberlanjutan hutan. Inisiatif ini melibatkan masyarakat dalam tata kelola hutan dan memberi akses ke
sumber daya hutan, dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi ekologis dan ekonomi (Fikri et al., 2022; Herutomo &
[stiyanto, 2021). Hal ini sesuai dengan Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Melalui
lembaga seperti Masyarakat Hutan Desa, masyarakat dapat berpartisipasi dalam produksi hutan dan sistem pembagian
manfaat (Christmas et al., 2021).

Penghitungan deforestasi, degradasi dan reforestasi dilakukan dengan mengklasifikasi masing-masing penutupan
lahan ke dalam kategori berhutan dan tidak berhutan. Tutupan lahan berhutan dalam penelitian ini terdiri dari Hmp,
Hms, Hs dan Hrs. Sedangkan tutupan lahan tidak berhutan terdiri dari A, B, Br, L, Pc, Pk, Pm, P, T, Pt dan Tk.
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman
Pemantauan Penutupan Lahan, penafsiran citra satelite di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibedakan
menjadi 23 kelas penutupan lahan. Namun karena terdapat perbedaan garis pantai pada areal izin HTR, maka terhadap
areal yang berada di laut disebutkan sebagai L. Hasil penafsiran citra satelite menunjukan tutupan lahan HTR pada tahun
2011 terdiri dari 16 kelas dan tutupan lahan tahun 2023 terdiri dari 14 kelas.

Perubahan tutupan lahan hasil penafsiran citra satelit liputan pada tahun 2011 dan 2023 disajikan dalam Tabel 1
berikut ini.

Tabel 1. Hasil Intersek Penutupan Lahan Tahun 2011 dan Tahun 2023

2023 Grand
UL L Hs Hmp B Pk Pm T A Hms Hrs Br Pc Tk Pt ’{;SI
L 509,32 0,56 0,42 0,33 0,03 0,29 0,00 0,02 510,98
Hp 0,06 0,06 0,17 0,06 0,35
Hs 219,49 8,64 0,00 228,13
Hmp 9,15 6,02 0,37 32,31 47,84
Hrp 0,05 0,05
366,4
B 8,53 613,08 2 71,76 38,64 35,95 1,14 131,54 69,74 8,80 1345,61
Pm 0,04 0,02 0,06
T 17,99 55,15 7,44 6,86 5,49 92,93
o A 0,00 5,54 10,23 6,47 0,24 22,48
< 23,0 408,5 75,7 4851,2
Hms 62,64 150,66 1 1 52,69 18,28 38,10 3 8 11,45 308,08 7,18 6007,61
115,2
Hrs 10,06 5 125,31
121,7 12,0 860,6 13,1
Br 3,86 67,47 3 3,88 41,22 10,02 7 930,88 8 713,60 31,86 10,36 8 2820,81
P 1,16 5,23 5,90 12,29
Pc 6,55 159,22 13,33 15,88 0,03 30,82 724,31 950,14
Pt 0,34 2,56 7,55 10,45
R 20,07 20,07
GrandTotal o .. 12196 230 9393 1283 1780 1157 890 60044 9873 11170 ..o 10,3 13,1 121951
(ha) ¢ 3 6 2 8 0 1 1 9 9 6 g 6 8 2

Sumber: Hasil penafsiran citra satelite liputan tahun 2011 dan 2023

Keterangan: L (Laut), Hp (Hutan Lahan Kering Primer), Hs (Hutan Lahan Kering Sekunder), Hmp (Hutan Mangrove Primer), Hrp (Hutan Rawa
Primer), B (Semak Belukar), Pm (Permukiman), T (Tanah Terbuka), A (Tubuh Air), Hms (Hutan Mangrove Sekunder), Hrs (Hutan Rawa
Sekunder), Br (Belukar Rawa), P (Pertanian Lahan Kering), Pc (Pertanian Lahan Kering Campur), Pt (Pertambangan), R (Rawa).
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Berdasarkan data penafsiran pada Tabel 1 diketahui bahwa, pada areal HTR dengan tutupan lahan berhutan seluas
6409,29 hektar yang terdiri dari Hp seluas 0,35 hektar, Hs seluas 228,13 hektar, Hmp seluas 47,84 hektar, Hrp seluas 0,05
hektar, Hms seluas 6.007,61 hektar dan Hrs seluas 125,31 hektar.

3.2. Deforestasi pada Areal Izin HTR

Deforestasi merupakan proses hilangnya hutan alami akibat penebangan untuk pemanfaatan kayu atau alih fungsi
lahan menjadi nonhutan (Maryam, 2021). Dalam penelitian ini, deforestasi merupakan fenomena perubahan tutupan
lahan berhutan menjadi tidak berhutan. Data sebaran deforeforestasi disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Sebaran Deforestasi Pada Areal Izin HTR Koperasi Mangrove Lestari Lingga

2023
TUPLAH L B Pk Pm T A Br Pc Tk Pt Grand Total (ha)
Hp 0,06 0,06 0,06 0,18
Hs 0,00 0,00
ha Hmp 6,02 0,37 6,38
] Hrp 0,00
Hms 62,64 40851 52,69 1828 3810 7573 308,08 7,18 971,21
Hrs 10,06 10,06
Grand Total (ha) 62,64 424,64 52,69 1828 3&3;5 3 7573 30814 7,18 0,00 0,00

Sumber: Hasil penafsiran citra satelite liputan tahun 2011 dan 2023

Keterangan: Hp (Hutan Lahan Kering Primer), Hs (Hutan Lahan Kering Sekunder), Hmp (Hutan Mangrove Primer), Hrp (Hutan Rawa Primer),
Hms (Hutan Mangrove Sekunder), Hrs (Hutan Rawa Sekunder), L (Laut), B (Semak Belukar), Pk (Pertanian Lahan Kering), Pm (Permukiman),
T (Tanah Terbuka), A (Tubuh Air), Br (Belukar Rawa), Pc (Pertanian Lahan Kering Campur), Tk (Tambak), Pt (Pertambangan).

Berdasarkan data sebaran pada Tabel 2 total diketahui bahwa telah terjadi deforestasi sebesar 987,83 hektar atau
sebesar 15,41% dari total tutupan lahan berhutan seluas 6409,29 hektar pada areal HTR. Deforestasi paling banyak
terjadi pada tutupan lahan Hms seluas 971,21 hektar dari total deforestasi sebesar 987,83 hektar (98,32 %). Sementara
untuk tutupan lahan Hp, Hs, Hmp, Hrp dan Hrs tidak terlalu signifikan. Dalam analisis tutupan lahan, jenis lahan Hms
mengalami deforestasi paling besar dibandingkan dengan jenis tutupan lainnya. Kondisi ini dapat mengindikasikan
bahwa lahan Hms lebih mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan atau lebih sering dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan. Selain itu, faktor aksesibilitas dan kebijakan pemanfaatan lahan di areal HTR juga dapat berpengaruh
terhadap tingkat deforestasi yang terjadi. Menurut WWFE (2020), faktor utama yang memicu deforestasi meliputi
konversi lahan untuk pertanian, kebakaran hutan, eksploitasi kayu, dan penggunaan kayu bakar Hutan mangrove dapat
menghadapi ancaman deforestasi, termasuk alih fungsi untuk produksi arang, serta pemanfaatan yang tidak ramah
lingkungan, yang dapat mengganggu kelestariannya dan mengancam fungsi ekologisnya (Kadhapi et al., 2015; Scales et
al., 2017).

3.3. Degradasi Hutan dalam Areal Izin HTR

Degradasi hutan adalah penurunan kualitas ekosistem hutan akibat aktivitas manusia atau gangguan alam, yang
mengakibatkan berkurangnya fungsi ekologis hutan tanpa menghilangkan tutupan hutannya secara total (Ansari, 2018;
Vasquez-Grandon et al., 2018). Dalam penelitian ini, degradasi hutan terjadi jika terdapat penurunan kelas tutupan lahan
berhutan dari primer menjadi sekunder. Data sebaran degradasi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Sebaran Degradasi pada Areal Izin HTR Koperasi Mangrove Lestari Lingga

2023

Tuplah Grand Total
L Hs Hmp B Pk  Pm T A Hms Hrs Br Pc Tk Pt (ha)
Hp 0,06 0,06 0,17 0,06 0,35
g Hmp 9,15 6,02 0,37 32,31 47,84
3\
Gm'(‘l‘:aT)"“"' 0,00 915 000 607 000 000 043 000 3248 000 006 000 000 000 48,19

Sumber: Hasil penafsiran citra satelite liputan tahun 2011 dan 2023

Keterangan: L (Laut), Hs (Hutan Lahan Kering Sekunder), Hmp (Hutan Mangrove Primer), B (Semak Belukar), Pk (Pertanian Lahan Kering),
Pm (Permukiman), T (Tanah Terbuka), A (Tubuh Air), Hms (Hutan Mangrove Sekunder), Hrs (Hutan Rawa Sekunder), Br (Belukar Rawa), Pc
(Pertanian Lahan Kering Campur), Tk (Tambak), Pt (Pertambangan), dan Hp (Hutan Lahan Kering Primer).

Berdasarkan hasil analisis SIG menunjukan bahwa di areal HTR dengan tutupan lahan Hp dan Hmp seluas 48,19
hektar pada tahun 2011 telah terjadi degradasi hutan pada tahun 2023 seluas 41,63 hektar atau sebesar 86,39% dengan
rincian berubah menjadi Hms seluas 32,48 hektar (67,40%)dan Hs seluas 9,15 hektar (18,99%).

3.4. Reforestasi dan Upaya Perlindungan Hutan

Reforestasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membangun atau memperbaiki kondisi hutan yang
rusak. Kegiatan ini dilakukan melalui penanaman atau perlindungan agar lingkungan kembali berhutan dan berperan
sesuai dengan fungsinya (Prati & Pomero, 2022). Reforestasi telah terbukti sebagai solusi efektif dalam memulihkan
kerusakan lingkungan akibat deforestasi (Cerasoli et al., 2021; Mohan et al., 2021; Zeng, 2022). Dalam penelitian ini,

181



Vol. 8 No. 2: 176-184 Jurnal Akuatiklestari

reforestasi terjadi jika terdapat perubahan kelas tutupan lahan liputan tahun 2011 tidak berhutan menjadi berhutan pada
tahun 2023. Data sebaran reforestasi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Sebaran Reforestasi pada Areal Izin HTR Koperasi Mangrove Lestari Lingga
2023

TUPLAH Hs Hms Hrs Grand Total (ha)
L 0,56 0,29 0,00 0,85
B 613,08 131,54 744,62
Pm 0,02 0,02
T 6,86 6,86
= A 6,47 6,47
Q Br 67,47 930,88 860,68 1859,03
P 5,23 523
Pc 159,22 30,82 190,04
Pt 0,00
R 0,00
Grand Total (ha) 840,33 1112,09 860,69 2813,12

Sumber: Hasil penafsiran citra satelite liputan tahun 2011 dan 2023

Keterangan: Hs (Hutan Lahan Kering Sekunder), Hms (Hutan Mangrove Sekunder), Hrs (Hutan Rawa Sekunder), L (Laut), B (Semak Belukar),
Pm (Permukiman), T (Tanah Terbuka), A (Tubuh Air), Br (Belukar Rawa), P (Pertanian Lahan Kering), Pc (Pertanian Lahan Kering Campur),
Pt (Pertambangan), dan R (Rawa).

Pada Tabel 4 menunjukan bahwa pada areal HTR telah terjadi reforestasi seluas 2.813,12 hektar dengan rincian
areal tidak berhutan menjadi Hs seluas 840,33 hektar (29,87%), Hms seluas 1.112,09 hektar (39,53%) dan Hrs seluas
860,69 hektar (30,60%). Hal tersebut juga menunjukan bahwa kontribusi penutupan lahan terbesar terjadinya
reforestasi berada pada tutupan Br (66,08%) diikuti B (26,47%) dan Pc (6,76). Terjadinya reforestasi disebakan oleh
adanya perlindungan dan penanaman yang dilakukan oleh Koperasi Mangrove Lestari Lingga dimana dalam Dokumen
Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan, pemegang izin wajib melakukan perlindungan terhadap areal izin HTR
serta melakukan penanaman. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan ketua Koperasi pada saat melakukan
wawancara. Menurut Salampessy et al. (2015) Kelestarian mangrove tetap terjaga karena dipengaruhi oleh pengetahuan
ekologi tradisional dan peran lembaga lokal. Reforestasi tidak hanya berperan dalam memulihkan hutan yang rusak,
tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian ekosistem mangrove.

Selain itu dalam upaya menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk melanjutkan
upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi
Presiden RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer Dan Lahan Gambut. Selanjutnya berdasarkan Instruksi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
telah menerbitkan keputusan tentang pemberian izin baru di areal hutan primer dan lahan gambut. Keputusan tersebut
telah beberapa kali diubah terakhir dengan SK.12764/MENLHK-PKTL/TPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan Peta
Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II. Mengingat di
areal HTR terdapat tutupan hutan primer, seharusnya di areal tersebut tidak lagi dilakukan penebangan karena
bertentangan dengan Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. SIMPULAN

Penelitian ini mengukur deforestasi, degradasi, dan reforestasi di areal HTR Koperasi Mangrove Lestari Lingga
seluas 12.195 hektar. Hasil analisis penafsiran citra satelite liputan tahun 2011 dengan tahun 2023 menunjukkan
deforestasi sebesar 987,81 hektar (15,41%) dari total areal berhutan, dengan degradasi hutan primer (Hp dan Hmp)
sebesar 41,63 hektar (86,39%). Di sisi lain, terjadi reforestasi seluas 2.813,12 hektar, yang terdiri dari Hs seluas 840,33
hektar (29,87%), Hms seluas 1.112,09 hektar (39,53%), dan Hrs seluas 860,69 hektar (30,60%). Secara keseluruhan, angka
reforestasi lebih besar dibandingkan deforestasi dan degradasi, yang menunjukkan pengelolaan HTR untuk bahan baku
arang berjalan baik dan sesuai dengan prinsip "Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera’.
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